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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

dan rahmat-Nya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan

dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan

disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

lnstansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor

B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam

hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal

dan capaian kinerja.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagai

pengemban amanat UUD 1945 khususnya pasa 22 E ayat (5) dan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentant Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban

untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, informasi

tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang

dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan dapat diketahui oleh

semua pihak. Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini

masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai

pihak dalam meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan.

euntok, l6 Januari 2025
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Eirokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

sebagai pengemban Amanat UUD 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan UU

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berkewajiban

untuk menyampaikan Laporan Kineria setiap tahun kepada Presiden melalui

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan tersebut dalam

dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai bentuk
pertanggung.jawaban atas amanah yang diemban oleh Sekretariat KPU

Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung visi dan misi Komisi Pemilihan

Umum. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU telah menetapkan tujuan,

sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yanB telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam

Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang dibidang politik secara murni dan

konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang

demokratis;
5. Meningkatkan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan

tertib;
3. Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional,

berintegritas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.
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Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja, maka telah ditetapkan

lndikator Kinerja Utama dan lndikator Kinerja Lainnya. Adapun lndikator Kinerja

Utama adalah sebagai berikut :

Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan

akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan);

Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang professional,

akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran),

dan efektif (tepat guna).

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan

pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan

kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerja sama dengan lembaga lain,

pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis dan

harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain.

Guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, maka Sekretariat

KPU Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan

sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;

2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang

dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;

3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target

kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

t



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

MAKSUD DAN TUJUAN

TUGAS DAN FUNGSI

D. STRUKTUR ORGANISASI

E. SISTEMATIKA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

SASARAN RPJMN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS 2020.2024

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

PENETAPAN KINER'A TAHUN 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINER'ATAHUN 2024

B, PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

BAB IV PENUTUP

Hal.

77

t7
74

2t
23

24

1

A.

B.

c.

B.

c.

D.

1

2

2

9

10

24

25

32



GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Barito Selatan

TABEL

2.1 Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Lainnya KPU

? 2 Rencana Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur KPU

Perbaikan Proses Politik

2.4 Penetapan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya KPU

2.5 Penetapan Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur KPU

2.6 Penetapan Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi

dan perbaikan Proses Politik

HAL

22

23

23

)5

25

27

28

32

33

9

Z4

3.1

3.2

3.3

3.4

Tabel Kinerja Tahun 2024

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3

2.3. Rencana Kerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan



o IAP( )ltAN KINIiRIA KPI r KAIII rl,A'l'tlN tl^lill() SUt"^ttAN 't'AIIt rN 2024

BAE 1

PENDAHUTUAN

LA I AK DELAi(ANTJ

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila

dan uuD 1945. Pemrlu dtlaksanakan untul( memtlth anggota LIPR, DPD, DPRI)

serta memilih Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota.

sesuar dengan amanat uuD 1945 pasal 22 E ayat [5, Pemttu

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional,

tetap dan mandtn. Berdasarkan uu Nomor zz I ahun 2ou I yang tetan dtubah

dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah

KPU KaDupaten/Kota terotfl dafl Komtsloner (KPU, Kabupaten/Kota dtDantu

oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

KPU menyelenggaraKan yemflu Anggota vYt\, UYU oan upxu serta

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota setiap 5

(lima) tahun sekali. Selain itu KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pendidikan

pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

GUna mewu.luoKan aKuntao las puo K, Komtst pem nan umum

Kabupaten Barito Selatan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang

mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan

hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya

kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi.

Pelaporan l(nerJa drmaksudkan untul( mekomuntkastkan capatan

kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dalam satu tahun

anggaran berkartan oengan proses pencapatan tujuan dan sasaran serta

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat yang dicapainya.
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B MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

KPU Kabupaten Baflto 5elatan adatah sebagat wujud peftanggunglawaban

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam

memouat KeDuaKan untuk mentngKatkan ktnerja ot masa yang akan oatang.

L. I UOA5 UAN }UNO5I

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyetenggara pem tnan umum otseouu(an Danwa, tugas, wewenang oan

kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan :

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta

menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di

Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. membentul( PPK, PP5, dan KPPs dalam wttayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan

oleh PPK, PPs dan KPP5 datam wttayah kerJanya;

e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

r. memutaKhtrkan oata pemtttn oerdasarkan oata kependuduKan

yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan

mempernaukan oata Pem u oan/alau pem tnan buDernur,

Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar

pem rn;

g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara Pem u Anggota uewan perwaK an KaKyat uaeran

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan

,
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suara dr PPK dengan membuat berta acara rel(apttulast suara dan

sertifikat rekapitulasi suara;

h. melakukan dan mengumumkan rekapttulast hastl penghttungan

suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwal(lan uaerah, Anggota uewan Perwakttan HaKyat uaeran

Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita

acara nasll reKaprtulasr pengnrtungan suara ot PPK;

i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

pengnltungan suara sena waJtD menyeranKannya Kepaoa saxst

peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap

daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan

membuat berita acaranya;

l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

drsamparl(an oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota;

m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan

sementara anggota PPK, anggota PP5, sekretans KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

yang terDuktr melal(ul(an trnoal(an yang mengaktDafl(an

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan

rekomenoasr Panwastu KaDUpaten/Kota oan/atau Ketentuan

peraturan pe ru n da ng-u nda nga n;

n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota

Kepaoa masyaraKar;

3
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o. melakukan evaluast dan membuat laporan settap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

p. melaksanakan tugas dan wewenang larn yang dlbeflkan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau peraturan peru ndang-undangan.

lugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyetenggaraan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

a. menJabarKan program dan metaKsanakan anggaran serta

menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

o. meraKsanaKan semua tanapan penyetenggaraan ot

kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

unoangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan

oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan

yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan

memperhatikan clata Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar

pemrlrh;

f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. melakukan rekaprtulasr hasrl penghrtungan suara Pemtlu Presrden

dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang berdasarkan hasil

reKaprtulasr penghrtungan suara dt PPK oengan memDuat benta

acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

n. memouat Deflta acara penghrtungan suara oan senrlrl(at

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan

pelanggaran Pemilu;

4



3

o I.\P()RAN KINIIRJA KPtr KABUP{I'I,N ll^Rn'( ) SI'I",!TAN 'I-AHUN 202.1

J. mengenal(an sanksi administratit dan/atau menonaktitkan

sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawat sekretanat KPU Kabupaten/Kota

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemtlu berdasarkan

rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan

peraturan peru nd ang-u nd a nga n;

k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota

kepada masyarakat;

t. metaKUKan evaruast oan memouat taporan seUap tanapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilihan Bupati/Walikota meliputi :

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan

bupati/walikota;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK,

PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan

memperhatrkan pedoman dan KPU dan/atau KPU Provtnst;

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemrlrhan bupatr/walrkota berdasarkan

ketentuan peraturan pe ru n da ng-u nd a nga n;

o. memDentuk PPK, PP5, dan KPPs datam pemtlthan gubernur serta

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

e. mengoorornasrKan, menyelenggaraKan, oan mengenoattKan semua

tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan

Ketentuan peraluran perunoang-unoangan oengan

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

5
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f. meneflma dattar pemrlth dari PPK dalam penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota;

g. memutakhirkan data pemilth berdasarkan data kepenductukan

yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan

memperhatrl(an data Pemtlu dan/atau pemtlthan gubernur dan

bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar

pemIrh;

h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan

pem rnan guDernur oan menyampalKannya kepacla KPU Provtnsu

i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi

persyararan;

j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota

yang bersangkutan;

k. membuat berita acara penghitungan suara serta mebuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

l. menertibkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;

m. menBumumkan calon bupatt/waltkota terptlth dan dibuatkan

beriata acaranya;

n. melaporKan hasrl pemrlrhan bupatr/walrkota l(epada KPU melalut

KPU Provinsi;

o. menrndal(lanjutr dengan segera rekomendast Panwastu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan

pelanggaran pemrlrhan;

p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan

sementara anggora PPK, anggora PP5, seKretans KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

6
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yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan

rekomendasr Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan

peraturan peru n d ang-u nd a nga n;

q. melaksanakan sosralrsasr penyelenggaraan pemtlthan gubernur,

bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarat(at;

r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan

pem rhan guDernur DeroasarKan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

s. melaKuKan evatuasr oan memouat taporan penyetenggaraan

pemilihan bupati/walikota;

t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,

Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota; dan

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, bupati,

dan walrkota berl(ewaltban :

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan

tepat wal(tu;

b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan

wak presrden, calon gubernur, bupatr, dan waltkota secara aott

dan setara;

c. menyamparkan semua rnlormasr penyelenggaraan Pemru Kepada

masyarakat;

7
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d. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan laporan pertanggu ngjawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip

yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan

Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU

dan ANRI;

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan

l(etentuan peraturan peru n d ang-u n da n gan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta

menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU

Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU

Kabupaten/Kota;

j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lambat 7 (tujuh)

hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan

l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi

dan/atau peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU

dalam Penyelenggaraan Pemrlu, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di

Kabupaten/Kota;

2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;

8
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3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;

4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

5, Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum

serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;

6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan

hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di

Kabupaten/Kota;

7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;

8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi baranfasa keperluan

Pemilu di Kabupaten/Kota;

9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;

dan

10. Membantu penyusunan Iaporan penyelenggaraan Pemilu dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

D. STRUKTURORGANISASI

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito

Selatan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan

9
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E. SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2023 KPU Kabupaten Barito Selatan

sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEXUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHUTUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud

dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta

sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan

Penetapan Kinerja. Pada Bab ini disampaikan tujuan, sasaran,

strategi dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan

dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABITITAS KINERJA

Diuraikan capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran

yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan serta strategi

pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun

mendatang.

10
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BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. sASARAN HPJMN 2OZO.2U24

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tanggal 17

Januan zulu tentang rencana pembangunan Jangt(a menengan naslonat

Tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2O20 - 2024, yakni

sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan

maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain :

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan

terpercaya dengan cara : (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk

memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan

akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan

peningkatan kualitas reformasi barokrasi nasional. Adapun arah kebajakan

dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan

publik.

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong

kemrtraan lebrh kuat antara pemenntah, swasta dan masyarakat stptl

yang akan ditempuh dengan strategi : (1) Pengembangan kebijakan

kepemrluan yang demokratrs termasuk yang terkatt dengan pembtayaan

kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2)

Pengaturan yang mendorong netratttas btrot(rast melatut sankst yang

lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilukad a 2024 yang aman, damai,

jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga

penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6)

Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk

keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7)

Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada

lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik,

tt
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masyarakat sipil,masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong

proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan

sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat

melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan

pengawasan partisipatit, dan tasilitasi dialog;

Memperbaiki perundang-undangan bidang politik. yang ditempuh

melalui strategt sebagai berikut: (1) Perubahan uu Pemtlu yang dapat

memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;

(2) Perubahan uu Parpol untuk mendorong pelembagaan partat pottttt(

dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan

keuangan partar, pengaturan pembtayaan partat poltttk metatut

APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan

demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem

kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi

pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik

yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan

kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan

pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan

pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnts proses

pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan

transparan, dan tenntegrasr yang dtlaksanakan melalut strategt,

antara lain : penguatan kebijakan e-government yang mengatur

kelembagaan e-government, penguatan srstem dan tntrastruktur e-

government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem

pengadaan secara elelcrontl( serta pengembangan ststem Katalog

elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TlK.

12
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c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,

partisipatit dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta

pengawasan terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan.

Strategr pelaksanaannya ditempuh antara latn : Pembentukan

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap

badan publrk negara; pentngl(atan kesadaran masyaral(at tentang

keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan,

pengangSaran dan pelaksanaan anggaran l(e oalam websfe mastng-

masing K/VD; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun

dan mengawasr pelal(sanaan kebtJakan pubttt(; pengembangan ststem

publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;

diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik;

pengelolaan Sistem dan Jaringan lnformasi Kearsipan Nasional; dan

penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi lndonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,

efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi I

penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian,

LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat

dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan

tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara

vertiKal dan/atau honzontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga

baik di pusat maupun di daerah.

b, Penguatan kapasrtas pengelolaan retormast btrokrast naslonal yang

ditempuh dengan strategi antara lain : penguatan kelembagaan dan

tata l(elola pengelolaan retormast btrol(rast nastonal; penataan

regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan

tasrlrtasr pelaksanaan Hb pada tnstanst pemenntah daerah; dan

penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

13
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c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui

strategr antara larn: penetapan tormasr dan pengadaan CPNs

dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan

pembangunan dan rnstansr; penerapan ststem rekrutmen dan seletGl

pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi

dan l(omunrkasr (llKl; penguatan slstem dan kualttas penyetenggaran

diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan

berbasrs l(ompetenst dtoukung oleh mal(n elelcttnya pengawasan

oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem

manaJemen KtnerJa pegawau oan penguatan ststem tnlormast

kepegawaian nasional.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui

strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25l2OO9 tentang

Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan

publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;

dan penguatan kapasitas dan etektivitas pengawasan pelayanan

publik.

RTNLANA 5I RA I t,hI5 ZUZU.ZUI4

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah

menetapkan Keputusan KPU Nomor 197lPR.01.3-Kpt/01/lV/2020 Tahun

2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Dalam keputusan

tersebut, KPU memiliki visi yaitu : "Menjadi Penyelenggara Pemilihan

umum yant Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya

Pemilu yan8 LUBER dan JURDII".

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen

Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,

transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja

yang etektit, etisien, berpegang teguh pada etika protessional dan jabatan,
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benntegntas trngggr dan berwawasan nasronal sehrngga menjadtkan Komtst

Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

terpercaya dan prolessronal dalam melalGanakan tugas dan

fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh

untuK rl(ut mengambrl bagran Oan upaya mentngl(atKan t(uatttas sumber 0aya

manusia lndonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Helavanst pernyataan vrsr Komrsr Pemrlrnan umum oengan vtst Nastonat

dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan

tata Kelola pemenntanan yanS oersrn, eleKrr, oemoKrast oan terpercaya

serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyenggara pemilu. Hal

rnr menyrra(Kan penungnya Komtsr Pem tnan umum memperKuar orono

lmogeorganisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang

berintregritas, prolessional dan mandiri demi terwujudnya kualitas

penyelenggaraan pemilihan di lndonesia.

Untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka

misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

l. Membangun SDM yang Kompenten sebagai upaya

menciptakanpenyelenggara Pemrlu yang Protesionau

?_. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian

hul(um, progesrt, dan par srpasrt;

_3.., Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para

pemangKu kepenungan dan umumnya untul( seluruh masyarakat;

4.. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan

penclrdrkan pemrlrh yang berl(elanJutan;

5... Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan;

p.. MenlngKatKan rntegntas penyelenggaraan Pemrlu oengan membenKan

pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai

KOOe etrK penyelenSgara Pem U;
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.!:. Mewujudkan penyelenggara Pemrlu yang etel(rt dan etrsren, transparan,

akuntabel, serta aksesable;

5elanjutnya dalam rangka mencapar vrst dan pelaksanaan Mtst tersebut

dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan (goor5, organrsasr. lujuan merupal(an penjabaran atau

implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan

oalam Jangka waKu I (satu, sampat 5 (ttma, tanun. uengan

diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa

yanS narus o axsanaKan oten organrsasr oalam memenunt vtst oan

pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

oengan mempenrmDangKan sumoer oaya oan Kemampuan yang otm tKt,

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan

yang nenoax orcapar oren Komrsr Pemflrnan umum aoatan :

_1.. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,

kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

?.. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

.L. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan

demol(rasr dr lndonesra;

{.. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartipasi dalam Pemilu;

.f... I erselengSaranya Pemrlu yang etektf dan etrsten, transparan,

akuntabel, dan aksesabel.

uerdasarkan sasaran pokol( pembangunan yang tercantum dalam HPJM

2020-2024 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan

umum iKPU, yang hendaK drcapat setama Ima tanun keoepan l2o2u-2ot4,l

adalah sebagai berikut :

.r* MenrnSKatnya Kualrtas Penyetenggaraan Pem u;

?., Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;

J.r MentngKatnya Kualtas Kegutasr Kepem uan.
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untuk menrngkatKan akselerast pencapatan ktnerja yang meruJuk vtst,

misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (lima) lndikator

Krnerja Utama yartu:

.1." Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

.l--.. Persentase partrsrpasr pemrlrh perempuan datam Pemttu;

.3., Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang

menggunaKan naK pllrnnya;

!;. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam

oanar pemflrn;

5... Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU;

9., rersentase sengKeta nuKUm yang ormenangKan oren l(ru.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/lnstansi

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan

diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode

2O2O-2O24, dan telah ditetapkan melalui (eputusan Komisi Pemilihan Umum

Provrnsr Kalrmantan lengah Nomor L9 //PR.ol.J-Kptl6lllv 1202u. Renstra

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memuat visi, misi,

tujuan, strategr, kebuakan, program, l(egratan dan pendanaan yang akan

dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5

(lrma) tahun mendatang.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah "Terwujudnyo KPU sebagoi

Penyelenggoro Pem u yonq mem tK, tntegntos, prolestonot, monct,n,

transporon dan akuntobel, demi terciptonyo demokrusi lndonesia yong

oerKuolttos DeroosorKon Poncos o oon uuu ry45 oolam wodon Negoro

Kesotuon Republik lndonesio" .
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lJalam pernyataan vtst tersebut terclapat beberapa l(ata kunct sebagat

dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu : lntegritas, Profesional, Mandiri,

I ransparan dan At(untabet.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan

pemahaman yang Komprehenstp tentang vtst Kpu. Mat(na nngkas dafl

masing-masing kata kunci adalah sebagai berikut :

l. Pem u yang Denntegntos : penyetenggaraan pem u yang berdasarKan

kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam

penyerenggaraan Pem U, sentngga mentngKarKan Kepercayaan oan

kewibawaan;

z. Pem u yang proJestonar : penyetenggaraan pem u yang DeroasarKan

kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang

memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam

Penyelenggaraan Pemilu;

3. Pemilu yang mandiri : penyelenggaraan Pemitu yang bebas dari

pengaruh piha k manapun;

4. Pemilu yang tronsporon: penyelenggaraan Pemalu dengan keterbul(aan

dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;

5. Pemrlu yang okuntdbel : penyelenggaraan Pemttu yang dapat

dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan

yang drambrl dan prosesnya serta penggunaan dan pemantaatan

sumber daya yang ada.

Pernyataan vrsr dt atas tetah membenkan gambaran yang tegas

mengenai komitmen KPU Kabupaten Barito Selatan dalam memperjuangkan

kepenunSan nasronar knususnya tugas oan tungst poKoK lcore competencyt

yaitu penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

ut samprng rtu retevanst vtst Kpu Kaoupaten 6anto Setatan oengan vtst

Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2O2O-2O24 menyiratkan akan arti

pen(n8nya Penyerenggaraan pem u yang memuKt tnregflIas, prolestonat,

Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi lndonesia yang berkualitas
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berdasarl(an Pancasrla dan uuD L945 dalam wadah Negara Kesatuan

Republik lndosia.

untuk menjabarl(an vrsr tersebut dr atas, mal(a KPU telah menyusun Mtst

yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) selama kurun waktu

lu2v2u24. Adapun Mtst KPU aoatan seDagal Denkut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi,

l(reorD ltas oan kapaorlrtas oatam menyetenggarakan Pem u;

2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD,

Prestoen oan wax Presroen serta Kepata uaeran oan waK Kepata

Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel,

eouKauI oan oeraoao;

3. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu yang bersih, efisien dan

etektat;

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan

setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menrngkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktit dalam

Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat lndonesia yang

demokratts.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut

drrumuskan ke dalam bentuk yang lebth terarah dan operaslonat berupa

perumusan tujuan (gools) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau

rmplementast oafl pernyataan MrSr yang al(an drlal(sanakan atau othastfl(an

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan

ollormulasrKannya tujuan tnt, maka KPU Provrnsr Kalmantan tengan oapat

secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenunr vtst oan petaKsanaan vlsr tarnnya untuK Kurun wamu sampat flma

tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

yang ormmKr.
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luJuan drsusun berdasarl(an tdenttltl(ast potenst dan permasatahan yang

dihadapi oleh Lembanga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah

drtetapkan adalah sebagat benkut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;

2. MenrngKafl(an pemanaman tentang haK dan Kewajtban pottttK rakyat

dalam Pemilu;

J. MelaksanaKan undang-unoang ot Dtoang po[0K secara murnt dan

konsekuen;

4. Menrngkatxan Kesaoaran raKyat yang Unggt tenlang pem u yang

demokratis;

5. MetaKsanaxan rem tu secara tangsung, umum, Deoas, ranasta, JUJUr oan

adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam

pelaksanaanya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur,

sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara

tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan program serta kegiatan dituangkan dan dijabarkan dalam

suatu rencana Ke\a lpeoormonce plonl. Penetapan sasaran strategts tnt

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan

dan alokasr sumber daya organtsast datam keglatan ttap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU Provinsi yang hendak dicapai selama

lu2u-2u24 adabn :

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang

Pem u yang oemokra s;

2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan

terflD;

3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, calon

anggola Legrstaor, caron anggota prestoen oan waKt prestoen serua

pejabat-pejabat publik lain sesuai undang-undang;
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4. lerwuJudnya organrsasr pelaksana Pemrlu yang memtlrkr srstem

administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja

profesronal dr seluruh trngl(atan yang drdul(ung dengan ststem

komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU Provinsi, dan

KPU KabUpaten/Kota;

5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

untuk menrngl(atkan aKselerasr pencaparan Krnerja yang merujul( vrsr,

misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah

menetapKan 5 (Ima, rnorKator Klnerja utama yartu :

1. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya;

z. Persentase KerompoK perempuan, KerompoK KeDutunan Knususr ransra,

pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya;

3. Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang

terselesaikan;

4. Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai

pemilih untuk masuk dalam data pemilih; dan

5. Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan hasil

pemetaan masing-masing daerah.

I(ENLANA TINEruA IAIIUN ZUZ4

KPU Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan kegiatan

berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target

kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024

merupakan tahun ke-5 dari periode Renstra 2020-2024. Rencana Kinerja

KPU Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut:

2l



O ,ornr** *TNERIA KprrKArlrrp,(l-r.N rAtar) sln^rAN 'l AHrrN 2024

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

1.1 Terwujudnya Tahapan
rernIu/rgm tnan Sesuat

,adwal

Terlaksanaanya
pemoayaran (,ajr oan
Tuniangan yang

tepat waktu

Terpenuhinya
keperluan perkantoran

penun.iang kegiatan
operasional kantor

Persentase KPU Kabupaten/kota yang

menyetengSirraKan remru/pernrxnan lesuar
d n dwal

raoel 2.1

Rencana (erja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses konsolidasi Demokrasi

2. Program Dukungan Manajemen

2.1

2.2

Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran
nonorafl um, uanS xenormalan, Sarl oan
tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU

Kabupaten Barito Selatan

Persentase Pemenuhan sarana dan fasilitas
perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai

NO. SASARAI{ STRATEGIS INDIXATOR TERJA

1 2 3

Penyelenttar.an Pemllu d.lam Prcs€s (onsolldesi D€mokrasi

NO. SASARAN STRATIGIS II{DIXATOR I(ERJA

1 3

2 Program DlkunSan Manaremen

tahun

Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN ZOZ4

Ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito

selatan lahun lu24 dapat dllustrasrkan dalam table sebagar benkut :

,')

1
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1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan I ugas leknrs Larnnya KPU

Terwujudnya Tahapan
;E,,,;iu/ ;r'.i;i;i,d', sE5ud;

Jadwal

Persentase KPU Kabupaten/kota
y""s 

' ',.,,y.i.,,55", "ia',
Pemilu/pemilihan sesuai dengan

taoet l.J

Oukungan Manajemen dan Pelaksanaan TuSas Teknis Lainnya KPU

2. Program Dukungan Manajemen

l NSPK

1[ayanan

Terlaksanaanya
pembayaran Gajidan
Tunjangan yang

tepat waktu

Persentase ketepatan waktu
dalam pembayaran honorarium,
Uang kehormatan, gaji dan

tun.iangan pegawai (komisioner

oan A)N, l\ru 
^aoupalen 

barllo I I

selatan I I

Pc, ^o,,Lv, 
d,, 5c, rdr ra,d, , ud rc5rr!o> Pc,^o,,

mendukung kiner.ia pegawai yang

berfungsidengan baiktl sebagai
penuniang kegiatan

l Layanan

selama 1(satu)
tahun

raDet 2.4

Program Dukungan Manaiemen

23

1.1

2.7

NO. SASARAI{ STRATIGIs INDIXATOR XER,A TAPKIN

1 2 3 4

1 Progrem Oukunlan Man.remeo dan Pel.ks.naan Tugas Tcknls talnnya XPl,

o. SAARAN STRATEGIS II{OI(ATOR XER.IA TAPXII{

41 2 3

2 PioSram DukunSan Manaiehcn
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BAB III

AKUNTABITITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Di tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Barito Selatan menetapkan 2

(rjua) sasararr siralcg,i> yarrg, akol rjiuapai. So>ar ar r-5.r5.r r ar r icr sci.rut >esuoi

dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator

kineria dan pada umrrmnva dapat dicanai dengan haik sesuai dengan target-

target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024. Akuntabulitas kinerja

KPU Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah

ini.

Kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, pada hakekatnya

-^-,.-^1.-- -..-... L--:^- l--: ----^- -.-.. t.^-:-.^-.,-*..1, *^----^l -----^-."c'upo^o., Juq!u eo6,.o,, qo., P,vrsJ q!ou 
^q6,oro,, w,,(un,,,s,,!oPq, rora,qr,

sasaran Rencana Strategis 2O2O-2O24. Dengan demikian, pencapaian kinerja

Der satuan keeiatan di tahun 2024 akan meruoakan bagian dari pencaoaian

sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. untuk

keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian

satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran

Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kerja akan dapat

IrrEllLEtrrllrrr\drr t\ tEtJa Nr i., t\€tuuyoLEtr trdr ,v Jcldlolr )<Ldld lllEllyclulull.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan

Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara tareet indikator

kinerja sasaran dengan realisasinya.
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NO

7

PROGRAM/KEGIATAN

Program
Penyelenggaraan
Pemilu dalam Proses

Konsolidasi Demokrasi

3

Terwujudnya
Tahapan
Pemilu/Pemilihan
sesuaiJadwal

INDIKATOR XERJA TARGET

4

Persentase KPU

Kabupaten/kota yang

menyelenggarakan
Pemilu/pemilihan

100va

sesuai de dwaln

persentase

ketepatan waktu
dalam pembayaran
honorarium, uang
kehormatan,
gaji dan tunjangan
pegawai (komisioner
oan A5Ni KPU

Kabupaten
700%

Ps,5c, ricsc
pemenuhan sarana
dan fasilitas

^^.1,.-|^,.-,,^|ol,
mendukung
kineria pegawaiyang
hprfrrno<i dpnpan

baik

SASARAN

STRATEGIS

521

2 Terlaksanaanya
pembayaran Gaji

dan Tunjangan yang

tepat waktu

keperluan
perkantoran sehari-

penunjang kegiatan
operasional kantor
splama 1 lsatrrl
tahu n

Tabel 3.1

Tabel Target Kinerja Tahun 2024

B. PENGUKURAN DAN ANATISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Barito Selatan secara umum mencapai target kinerja

sei-rag,oir r ror ra iciair Jiieiapiarr. Arraiiri> dotr cvoiuasi iirrerjo XFU Koirupoicrr

Barito Selatan pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang telah
dilakukan adalah :

25
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Program Dukungan
Manajemen

I

Sasaran 1

Outcome
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1 2 3

1 Penyelenttaraan Pemilu ( lalam Proses Konsolldasi Demokrasi
7.7 Terwujudnya Tahapan

Pemiluf Pemrlrhan sesuai

Jadwal

Persentase l(PU Kabupaten/kota yang

menyelenggarakan Pemrlu/pemtlthan sesuat
dengan jadwal

Tabel 3.2

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Pencapaian sasaran kualitas Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses

Konsolidasi Demokrasi KPU diukur dari :

1. Meningkatnya Kualitas Rancangan Keputusan KPU yang Sesuai dengan

Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketepaiari waltu irarrrrorrisasi ia,i periyusurar irep,riu;,i KFU

Kabupaten Barito Selatan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undansan- serta terlaksananva sosialisasi Ppratllran Komisi Pemilihan

Umum serta pemangku kepentingan.

2. Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Pelaksanaan Penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tepat

waktu, setia perryia6rarr 'uairar kajiarr/ dukurrgarr urriuk periirrrLarrgorr/

opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu sebagai bahan

npnveleseian scncketa hrrkr rm

3. Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan

Umum

Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan tahapan pemilihan,

pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil

rrc5r,rcrr euz{ t orrLv JCro(drr rorrurr ,.r,raJ.

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan

lnformasi Hukum

Tersedia dan tersajinya dokumentasi dan informasi hukum yang

mutakhir dengan dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan

5. Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Dalam Pemilu Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilu Keoala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

26
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Terlaksananya Bimbingan Teknis dengan PPK se Barito Selatan, serta

melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilu Legislatif,

rErrlllu rlc>rutill ud vvd^fl rlE5tuE tdttutt zvl.+. rEtdl\5.lltdd rr{vv

anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dapat diselesaikan dalam tepat
waktrl rlan tFrhcntlknve PPID Pelaksanaan kesiatan dalam ranoka

penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu

Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Secara keseluruhan program penguatan kelembagaan demokrasi,

akuntabel, efisien dan efektif didasarkan target nasional sebesar 99% dan
)-t--- --t-t.--- J__: - - - , . - I - - _ _ _ _ _ - - ).-t-------uqrqrr. Psro^ro ^Irsrto uorr ysr I yerLr r5€,o' oo

manajemen yang professional, akuntabel dan efektif pada akhir tahun
ansearan oencaoaian kineria sebesar 99.60%.

Dukungan Manajemen

2.1, Terlaksanaanya
pembayaran Gaji dan
Tuniangan yang

tepat waktu

Terpenuhinya
keperluan perkantoran

penuniang kegiatan
operasional kantor
cel..'r. L<at..l rrh',n

persentase ketepatan waktu dalam pembayaran
honorarium, uang kehormatan, ga.li cian runjangan
pe8awai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten

Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas
perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai

Sasaran 2

Outcome

I 2 3

2 Proiram Oukung.n M.nar.mcn

Tabel 2.2

Perrguiurarr riarr Arraiisi> Copaiar Xirrerja 3osararr

Panranaian <a<aran klralitas Propram Ppnguatan l(clcmhasaan Dcmnkrasi

dan Perbaikan Proses Politik diukur dari :

1. Meningkatnya Pembinaan Perbendaharan

Adanya koordinasi dan pembinaan pengelolaan dan pelaporan Dana,

serta terbentuknya tim pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan

2. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
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Penggunaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan

menggunakan Aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Adanva Srrnpnrici dan Ppmhinaan Pertanoot tnoiaurahan Donoorrnaen

Anggaran (LPPA) dan tersusunnya Laporan Pertanggungiawaban

Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

4. lerlaksananya Pelembagaan 5oP Pengelotaan Logtsttk pemttu

Tersosialisasinya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

3

5

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur. Buoati dan Wakil Buoati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

Terlaksananya Pengendalian dan Pengaturan Administrasi Pengeloaan

Logistik Mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan

D.i.r,,5,o,, ic,ic',5'"oyo,, Loi,",yo i=,, y=i.,,5,g,o, oo,, ic',,;i::,",, U,,,-,,,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Pcrwakilan Rakvatd Dacrah Presidpn dan Wakil Prcqiden dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu yang Akurat Tersedianya

dokumen data kebutuhan logistik Pemilu di masing-masing KPU

iioirupar.er r7'iiuro yorrg diiuur Jir ro>iiar r Ji Sui-r 6ag,iarr ijrrrurrr tiorr Lugi:r.ii.
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar
I arrrhaoa. I'lata den lnfnrrne<i <prta l.{:<il t\r6rrit^riha r{en FrraL r:<i

Tersedianya dokumen RKA-K/L, Penetapan Kinerja Tahun 2023, Laporan

Monitoringdan Evaluasi e-monev.bapoenas.so.id sebagai Penerapan PP

39{2OOG tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan serta Monitoring dan Evaluasi Bulanan di

6

7

8. Terwujudnya Koordinasi antar Lembaga Terselenggaranya rapat-rapat
konrdinasi serta menghadiri ranat-ranat dens_an gtnkphaldprs dan

Pemangku Kepentingan lainnya.

9. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib,
Efektif dan Efisien.

10. Tersedianya Data dan lnformasi serta Sarana dan Prasarana Teknologi

irriurrrrori Fcioisarraar;rcr,ruiaiirirarr Jaio pcrrriiiir rii iirr5irai iiai.ru;roierr

Barito Selatan dengan menggunakan aplikasi Sistem Data pemilih

lSlnAlll-l'l Tar<l<lnnvA lannran-lannran nenrrclensoaran Pamilihen

,a
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Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyatd Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.

Terpasarrglrya jarirrgarr kr.llrputer di seiuruir iirrgkurr6arr kartor i(r.rurisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, serta website www.kpu-
barselkab.go.id

11. Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government yang Konkrit dan

Terukur Iersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstral Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan 2O2O-2O24, Perjanjian Kinerja

Terselenggaranya Seleksi PNS secara Transparan dan Akuntabel
Tidak erla ncnvclpnsparaan splpksi PNS di tahun 2O71

Dokumen kepegawaian

Tersedianya dokumen kepegawaian seperti folder masing-masing

Pegawai Negeri Sipil (PNS). absensi elektronik Pegawai Negeri Sipil, buku

kendali Tunjangan Kinerja dan buku kendali kenaikan pangkat dan

t.' l.;" i=5,o-oi iic5,.' i i;p;; .;; ;;,,6,;'..,,,8o' ' lci.., ".o, io. ;{;;
Kabupaten/Kota.
l\/lpninolratnve l(rr2lii2< Dcleiranan Adrninictraci DorL.nt^reh

Pembayaran listrik dan telepon yang tepat waktu, pengiriman surat

menyurat melalui PT. POS INDONESIA, serta perbaikan sarana dan

prasana perkantoran yang etektrt dan ettsten.

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU

Penggunaan sistem aplikasi Sistem lnformasi Manajemen dan Akuntansi

Baranp Milik Necara ISIMAK-BMN) sphapai hpntrrk akrrntahilitas

penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Terwujudnya Pengelolaan Persediaan lStock apnomel
Dalam hal pengelolaan persediaan lstock Opnome) KPU Kabupaten/Kota

Kalimantan Tengah masih melaksanakan perbaikan-perbaikan dalam

,,,.:";,.,;,",, ;..,,.;";; p.,,6.i-i".,, y*,.,..1i"",,.
Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN
Tarlrnnrdinacinrra narcnnil ncnoalnle Rn N di linolarncen KDll

Kabupaten/Kota, serta tepat waktunya pelaporan rekonsiliasi BMN

wilayah.

Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN KPU Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dengan KPU Provinsi dalam menyampaikan

LdP(,rdll Orvllt 5EttEt dudttyd uv^ul c:ll(ar5r t\Eorstp€ t otv r ut Nr\J

Kabupaten Barito Selatan.
1a nlaninclz:rnrra Danoalnla:n dan 9anorsnen llaarcin:n cocrrai 11:ieleh

Kearsipan

L2.

13.

1i

15.

16.

17.

18.
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KPU Kabupaten Barito Selatan masih melakukan perbaikan-perbaikan

dalam pengelolaan dan penerapan kearsipan melalui Aplikasi Srikandi.

.,,.,",.,,,,,6;o.,,!,o ,\qpor,!or , =,.-,,,; -";.,,, , c,,s,o},q,, .:.;..,-,,,^ 
",,..,,,

Kearsipan di KPU Kabupaten/Kota
llDl I llahrrn:tan a,.i+^ colst.n rnanarantz:n ci.t6m y6.r.irl5n hail, co.ara

pencatatan dan penataan dokumen di lemari arsip serta Aplikasi

Srikandi.

21. Menrngkatnya Akuntabrlttas Penataan, Pendataan dan Pentlatan Arstp

Dalam meningkatkan akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian

Le,.qr,.'!oJ yq ^rP,vrvAv,q,, yLivq, '.y,' '6s, '

kegiatan-kegiatan kepemimpinan.
?1 Tercrrsrrnnrra I annran l-{acil Darnarilr<::n

Tidak adanya kasus penyelewengan keuangan di lingkungan KPU

Kabupaten Barito Selatan.

24. Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Tidak adanya pengaduan dari masyarakat mengenai kasus

1r=', y"i=rr",,g,o,, l=...",,6",, .,, ;;' 'E;",,6",, ,.r e ^dr,rupdrcr,o, ,,.. ,.io.o,,.
25. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

Tarcolocrilurnn.ra t:nnr:n Al,.'hrahilir.c Yin6.ir tncrlnc; D6'lrorinr5h

(LAKTP).

25. Tersusunnya Laporan Hasil Review RKA K/L

Pelaksanaan reviu penganggaran KPU Kabupaten Baflto Selatan yang

efektif dan efisien untuk meminimalkan revisi RKA K/1.

Secara keseluruhan program Dukungan manajemen didasarkan target

sebesar 99 %, dalam pelaksanaannya realisasi kinerja dari penyelenggaraan

e' 1,,v6,q,,' ps,,6uorq,. yriJrcJ pv'r(r^
pada akhir tahun anggaran 2024 mencapai 99.60 %.
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ber. . ir Y

Kelola Kearsipan dan tim Penilaian Arsip yang bertugas masing-masing
r rnf r rk mpnpalnla kcarsinan dan melakr rkan npnilaien tcrhada

pengelolaan kearsipan.

22. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan

Perpustakaan

Tersusunnya hasil notulen rapat serta berita acara rapat yang tepat



I.AP()RAN KINti,IlfA KPI i KABI rI'NI-IiN ltARn() S!) A l'AN TAHITN 2024

Tabel Perbandingan Realisasi

1. 20zt 2.977.533.000 2.931.788.382 98.46 o/o

2. 2022 4.221.28t.000 4.135,440.L27 97 .97 o/o

3. 2023 18.075.999.601 77.749.567.504 98.79 0/o

4. 2024 L4.567.933.000 14.509.968.855 99.60 o/o
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BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai visi dan misi KPU, KPU Kabupaten Barito Selatan

telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

rrrrEroParr l\rrrcrJo.-va.!r rrsr€llrrr PcrrLopororr r,dr E,EL uarr llr(rr\ott,| 
^rrrrrJo u',ar"o.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran

dan kinerla aoaratur di lingkungan Sekretariat KPU KabuDaten Barito Selatan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis berupa meningkatnya partisipasi

rakyat dengan pemilu yang demokratis dan terjaminnya hak pilihnya. Peran serta

Partai Politik dalam memberikan pendidikan demokrasi harus pendapatkan

apresiasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para calon kepala

daer air r r ret rir r6ka[.

Adanya kerja sama KPU Kabupaten Barito Selatan dengan lembaga lainnya

Udldlll IIlCllUUl(UllB [rElllllE,l(dl,dll llllltslld clllLElld ldlll Udldlll lllt'llyU5tlll ldJrUldll

keuangan yang baik dan akrual, sharing informasi penyelenggaraan pemilu yang

kredibel dan dapat dijadikan bahan studi banding oleh Negara lain dan penelitian

oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Barito

Selatan di masa yang akan datang, KPU Kabupaten Barito Selatan secara

konsisten akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu yang semakin
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Pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategis meliputi :

terjaminnya perlakukan yang adil dan setara bagi peserta pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-
..-.J--^-^. +^.,.,.,;,.,,1-.,^ ^--^^:---i -^I^L-^-^-- -^-:I.. .,--^ *^-:lir.: -:^+^-u,,uo,,6q,,, rE,v{uJuv,,yc v,E,o,,.Jo, }/s,o^Jo,'oq,, ps"'.,u tq,'6, !"s"'rrr^! J'Jlsr"

administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional di

seluruh tingkatan vang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi

informasi, serta tersedianya peta logistik pemilu yang memadai. Hal ini terlihat
dari indikator jumlah kasus sengketa hukum menurun. Demikian juga terjadi
peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan yang tercermin dari indikator
pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi serta semakin professional.

----- J--- .,1-- J:-r-:L,.-:rErdl\5dllcrdll PEllE,duddll udrr u15(rluu5r rlrBr5Lri. PETllllU ydrrB tE:PdL wdl\(u, Julllldtt
dan kualitas yang baik, tujuan yang tepat dan harga yang sesuai dengan stardar

biaya.



berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk
LKJ Tahun 2024 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran

strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Barito Selatan.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis meningkatkan kesadaran

partisipasi rakyat yang tinggi tentang pemilu yang demokratis, terjaminnya
pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib, dilaksanakan

kegiatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan pemerintah.

Disamping itu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain terkait
pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus

penyandang cacat.

Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis, terwujudnya
organisasi pelaksana pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efesien,

efektif dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan yang

didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi.

Kemudian untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis tersedianya
peta logistik pemilu yang memadai, KPU Kabupaten Barito Selatan akan

melakukan pengembangan sistem informasi geospasial yang diintegrasikan

dengan sistem informasi logistik dan pembekalan sumber daya manusia.

Demikian Laporan Akuntabilitas Klnerja lnstansi Pemerintah (tAKlP) Tahun

2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini dibuat, dan akhirnya

semoga pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu yang

demokratis mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin.
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RENCANA KINERJA TAHUNAI{ 2024
SEXXTTARIAT KPU KASUPATEN BARJTO SEUTTAI{

B.

SASARAN XEGIATAN INDIKATOR KIHER'A KEGIATAII TARGET OUPUT KEGIATAN

1 2 3 4
Pemilu

1 Terwu,udnya Tahapan
Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

1 Terlaksanaanya pembayaran Caii
dan Tunjangan yang tepat waku

Persentase KPU Kabupaten yang
menyelenSgarakan Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan jadwal

persentase ketepatan waktu dalam
pembayaran honorarium, uang
kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai

fkomision.r dan ASN) KPU Katrupaten
Barito Selatan

t9
Lembaga/

satker

100%

Tata Kelola
Kelembagaan Publik

Bidang Politik dan
Hukum

Layanan Perkantoran

2 Terpenuhinya keperluan
perkantoran sehari-hari sebagai
penuniang kegiatan operasional
kantorselama 1 [satu) tahun

Persentase p€fienuhan sarana dan
fasilitas pcrkantoran untuk mendukung
kineria peSawai yang berfungsi dengan
baik

100% Oper_asional

Perkantoran dan
Dukungan Sarana dan

Prasarana



REI{CANA AXSI TAHUII'AI'I 2024
STKREIARIAT l(PU XABUPATEI{ BABIIO SEI.ATAI{

2 Terpehuhinya keperluanperkantoran
sehari-hari sebagaipenunrangkegiatan
operasionalkantor selama 1 (satuJ

fahun

SASARAII KTGIATA'I I'{DIKATOi XINERIA XEGIAfAI{ 14A6EI OUPUT I(EGIATAX
RENCAI{A AI(5I

KEIERAI{GAN
FEB MEI luIl IUL AGT SEP OKI l{ov oE5

1 t 4 6 7 a 9 10 1l 12 13 14 l5 l6 17 t8
A, Penyll.nAt ra.n Pemllu dal.m Pro.es Xonsolldesl Ocnrok.rl

1 Terwujudnya Tahapan
Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Persentase KPU Kabupaten yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan

,adwal

19
Lembaga/

Satker

Tata Kelola
Kelembagaan
Publik Bidang

Politik dan
Hukum

- SubbaST€knis

- Subbag KUL

- subbag sDM dan

- Subbat

8. Progr.m Dulun!.n Manij6mcn

1 Terlaksanaanya pembayaran Caii dan
TunianBan yang tepat waktu

Persentase ketepatan waktu dalam
pembayaran honorarium, uang
kehormatan, gaji dan tunjangan
pegawai (komisioner dan ASN) KPU
Kabupaten Barito Selatan

100% Layanan
Perkantoran

Subbag (UL

Peasentase pemenuhan sarana dan
fasilitas perkantoran untuk
mendukung kinerja pegawai yang
berfungsi dengan baik

700o/o Operasional
Perkantoaan

dan Dukungan
Sarana dan
Prasarana

5!bba8 l(UL

I

(t

t

k,t Llanuari2024

or ANEsil(RtTtR


